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QANUN ACEH 

NOMOR 14 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
(Memorandum of Understanding Between The Government of 
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh 
Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan 
bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk 

menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat 
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

  b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu 
lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum 

pemerintahan dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab, sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas 

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang 

Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

 
 3. Undang-Undang... 
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3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 
2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam Nomor 04) 

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
dan 

GUBERNUR ACEH 

MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan... 
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Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 
4 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (3) angka 2 diubah dan 

diantara angka 2 dan angka 3 disisip 1 (satu) angka yakni angka 
2a dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan              
8 (delapan) Biro; 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1), adalah: 
a. Asisten Pemerintahan; 

b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi; 
dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1) adalah: 
1. Biro Tata Pemerintahan; 
2. Biro Hukum; 

2a. Biro Hubungan Masyarakat; 
3. Biro Administrasi Pembangunan; 

4. Biro Perekonomian; 
5. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat; 
6. Biro Organisasi; dan 

7. Biro Umum. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2), berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA. 

(6) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (3), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA 
melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf B diubah dan ayat (3) huruf B 

diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf C, sehingga 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Asisten Pemerintahan, terdiri-dari: 
A. Biro Tata Pemerintahan, membawahi: 

1. Bagian Pemerintahan Umum dan Kependudukan, terdiri 
dari: 

 a) Sub Bagian... 
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a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; 
b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan; 

dan 
c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan. 

2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; 
b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

dan 
c) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi. 

3. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pembinaan Perangkat Mukim dan 
Gampong; 

b) Sub Bagian Penataan Wilayah Mukim dan Gampong; 
dan 

c) Sub Bagian Pembinaan Keuangan Mukim dan 

Gampong. 

4. Bagian Penataan, Pengembangan Perangkat 
Pemerintahan, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Tata Batas dan Pengembangan Daerah; 
b) Sub Bagian Perangkat Pemerintahan; dan 

c) Sub Bagian Pemilu dan Pilkada. 

B. Biro Hukum, membawahi: 
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Qanun Aceh; 
b) Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Kajian 

Peraturan Perundang-Undangan; dan 

c) Sub Bagian Keputusan Gubernur. 

2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Fasilitasi dan Konsultasi Hukum 
Kabupaten/Kota; 

b) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ 

Kota; dan 
c) Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/ 

Kota. 

3. Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Bantuan Hukum; 

b) Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum; dan 
c) Sub Bagian Naskah Kerjasama. 

4. Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum; 
b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum; dan 
c) Sub Bagian Tata Usaha. 

(2) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, 

terdiri dari: 
A. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 

1. Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Urusan Haji; 
b) Sub Bagian Kerjasama Ulama dan Umara; dan 

c) Sub Bagian Lembaga dan Pengkajian Keagamaan. 
 
 

 2. Bagian... 
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2. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Prasarana 

Kelembagaan; 
b) Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Formal dan 

Informal; dan 

c) Sub Bagian Pembinaan Kebudayaan dan Adat 
Istiadat. 

3. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; 
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 

c) Sub Bagian Kesehatan. 

4. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pembinaan Pemberdayaan Perempuan; 
b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga; dan 
c) Sub Bagian Pembinaan Masyarakat. 

B. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi: 
1. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, terdiri 

dari: 

a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; 
b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi; dan 

c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Pembantuan 
dan Dekonsentrasi. 

2. Bagian Administrasi Pembangunan Permukiman dan 

Infrastruktur, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pembangunan Perumahan dan 

Permukiman; 

b) Sub Bagian Pembangunan Sarana dan Prasarana; 
dan 

c) Sub Bagian Pembangunan Pengairan. 

3. Bagian Pembinaan Pembangunan Lintas 
Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Kab/Kota; 
b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Lintas 

Kab/Kota; dan 
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 

Kab/Kota. 

4. Bagian Administrasi Tata Ruang, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Ruang Provinsi; 
b) Sub Bagian Tata Ruang Lintas Kab/Kota; dan 

c) Sub Bagian Kawasan Tertentu. 

C. Biro Perekonomian, membawahi: 

1. Bagian Administrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; 
b) Sub Bagian Perusahaan dan Transportasi; dan 

c) Sub Bagian Pengembangan Usaha, Koperasi dan 
UKM. 

2. Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Potensi Daerah, 
terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan; 

b) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan; dan 
c) Sub Bagian Perikanan dan Kelautan. 

 3. Bagian... 
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3. Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, 
Pertambangan  dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Industri dan Perdagangan; 
b) Sub Bagian Pertambangan dan Energi; dan 
c) Sub Bagian Lingkungan Hidup. 

4. Bagian Pembinaan Kerjasama, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Investasi; 

b) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Negara; dan 
c) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintahan. 

 

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari: 
A. Biro Organisasi, membawahi: 

1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Usaha Biro; 
b) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah; dan 

c) Sub Bagian Perpustakaan. 

2. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan; 

b) Sub Bagian Tata Laksana Pembangunan; dan 
c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan. 

3. Bagian Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Perencanaan Strategis; 
b) Sub Bagian Perencanaan Kinerja; dan 

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja. 

4. Bagian Kepegawaian, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; 
b) Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai; dan 

c) Sub Bagian Umum dan Mutasi Pegawai. 

B. Biro Umum, membawahi: 
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Persandian; 
b) Sub Bagian Pengelolaan Naskah Dinas; dan 

c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. 

2. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 

b) Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat; dan 
c) Sub Bagian Administrasi Aset Daerah. 

3. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak 
Langsung; 

b) Sub Bagian Keuangan Pimpinan; dan 
c) Sub Bagian Administrasi Keuangan. 

4. Bagian Protokol, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Tamu; 
b) Sub Bagian Keprotokolan; dan 

c) Sub Bagian Administrasi Perjalanan. 

C. Biro Hubungan Masyarakat, membawahi: 
1. Bagian Naskah dan Makalah Pimpinan, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Naskah, Makalah dan Risalah; dan 
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 

 
2. Bagian... 
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2. Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran, terdiri 
dari: 

a) Sub Bagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran; 
dan 

b) Sub Bagian Peliputan. 

3. Bagian Analisis Berita, Publikasi dan Pelayanan Aspirasi 
Masyarakat, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Berita; dan 
b) Sub Bagian Penerbitan, Publikasi dan Pelayanan 

Aspirasi Masyarakat. 

4. Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, terdiri 
dari: 

a) Sub Bagian Pengendalian Informasi dan 
Dokumentasi; dan 

b) Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi 

Manajemen. 

Pasal II 

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum dan 
Protokol sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 04) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal 
20 Desember 2012 M 

  6 Shafar      1434 H 

GUBERNUR ACEH, 

ZAINI ABDULLAH 
Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal 
20 Desember 2012 M 

  6 Shafar     1434 H 

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

T. SETIA BUDI 

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 14 
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:

KETERANGAN:

BAGIAN KELEMBAGAAN

BAGIAN KETATALAKSANAAN BAGIAN RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN HUBUNGAN 

MEDIA MASA DAN 

PENYIARAN

SUB BAGIAN PELIPUTAN

QANUN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

GUBERNUR ACEH,

LAMPIRAN

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN KEISTIMEWAAN ACEH, 

PEMBANGUNAN DAN EKONOMI

ZAINI ABDULLAH

BAGIAN HUBUNGAN MEDIA 

MASA DAN PENYIARAN

SUBBAG TATA USAHA BIRO
SUB BAGIAN TATA USAHA 

BIRO DAN PERSANDIAN

SUB BAGIAN NASKAH, 

MAKALAH DAN RISALAH

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PIMPINAN

BIRO ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN
BIRO PEREKONOMIAN

SUBBAG PEMBANGUNAN 

PENGAIRAN

BAGIAN PEMBINAAN 

PEMBANGUNAN LINTAS 

KABUPATEN/KOTA

BAGIAN PEMBINAAN 

ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN

SUBBAG TATA USAHA BIRO

SUBBAG ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN PROVINSI

SUBBAG  ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

PEMBANTUAN DAN 

DEKONSENTRASI

BAGIAN ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 

DAN INFRASTRUKTUR

SUBBAG PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN

KELEMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGIAN AGAMA DAN PERAN 

ULAMA

SUBBAG URUSAN HAJI

SUBBAG KERJASAMA 

ULAMA DAN UMARA

BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO HUKUM

BAGIAN PEMERINTAHAN 

UMUM DAN KEPENDUDUKAN

BAGIAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

BIRO KEISTIMEWAAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUBBAG LEMBAGA DAN 

PENGKAJIAN KEAGAMAAN

BAGIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN

SUB BAGIAN KAJIAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

SUBBAG KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN DAN 

PERTANAHAN

SUB BAGIAN QANUN ACEH

SUBBAG TATA USAHA BIRO

BAGIAN PEMBINAAN HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUBBAG INDUSTRI DAN 

PERDAGANGAN

SUBBAG PERTAMBANGAN 

DAN ENERGI

BAGIAN PEMBINAAN SUMBER 

DAYA DAN POTENSI DAERAH

SUBBAG PERTANIAN DAN 

PETERNAKAN

SUBBAG KEHUTANAN DAN 

PERKEBUNAN

SUBBAG ADMINISTRASI 

SARANA DAN PRASARANA 

KELEMBAGAAN

SUBBAG PEMBANGUNAN 

SARANA DAN PRASARANA

SUBBAG PERIKANAN DAN 

KELAUTAN

SUBBAG PEMBINAAN 

PENDIDIKAN FORMAL DAN 

INFORMAL

SUBBAG PEMBINAAN 

KEBUDAYAAN DAN ADAT 

ISTIADAT

BAGIAN KESEJAHTERAAN

SUBBAG TATA USAHA BIRO

SUBBAG KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

SUBBAG KESEHATAN
SUBBAG LINGKUNGAN 

HIDUP

BAGIAN ADMINISTRASI 

SARANA PEREKONOMIAN

SUBBAG TATA USAHA BIRO

SUBBAG PERUSAHAAN DAN 

TRANSPORTASI

SUBBAG PENGEMBANGAN 

USAHA, KOPERASI DAN 

UKM

BAGIAN PEMBINAAN 

INDUSTRI, PERDAGANGAN, 

PERTAMBANGAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP

SUBBAG  ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN KAB/KOTA

SUBBAG PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN LINTAS 

KAB/KOTA

SUBBAG EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

PEMBANGUNAN KAB/KOTA

ASISTEN PEMERINTAHAN 

SUBBAG PEMBINAAN 

KEUANGAN MUKIM DAN 

GAMPONG

SUBBAG PENGEMBANGAN 

OTONOMI DAERAH

SUBBAG DEKONSENTRASI 

DAN TUGAS PEMBANTUAN

SUBBAG ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

SUB BAGIAN PERATURAN 

DAN KEPUTUSAN 

GUBERNUR

BAGIAN OTONOMI DAERAH

SUBBAG PEMILU DAN 

PILKADA

SUB BAGIAN FASILITASI 

DAN KONSULTASI HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN EVALUASI 

PRODUK HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN KLARIFIKASI 

PRODUK HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

BAGIAN BANTUAN HUKUM 

DAN KERJASAMA

SUB BAGIAN BANTUAN 

HUKUM

SUB BAGIAN 

PENYELESAIAN SENGKETA 

HUKUM

SUB BAGIAN NASKAH 

KERJASAMA

SUBBAG TATA BATAS DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH

SUBBAG PERANGKAT 

PEMERINTAHAN

SUBBAG TATA LAKSANA 

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN RUMAH 

TANGGA PIMPINAN

SUBBAG TATA LAKSANA 

PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN RUMAH 

TANGGA SEKRETARIAT

SUBBAG PERPUSTAKAAN

BAGIAN PENATAAN, 

PENGEMBANGAN PERANGKAT 

PEMERINTAHAN

SUBBAG PERANGKAT 

MUKIM DAN GAMPONG

SUBBAG PENATAAN 

WILAYAH MUKIM DAN 

GAMPONG

SUBBAG PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI

BAGIAN PEMERINTAHAN 

MUKIM DAN GAMPONG

STAF AHLI GUBERNUR

SUBBAG KELEMBAGAAN 

PERANGKAT DAERAH

SUB BAGIAN PENGELOLAAN 

NASKAH DINAS

SUB BAGIAN TATA USAHA 

BIRO

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN NASKAH DAN 

MAKALAH PIMPINAN

BIRO ORGANISASI BIRO UMUM BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAG UMUM DAN 

MUTASI PEGAWAI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

PERJALANAN

SUBBAG KESEJAHTERAAN 

PEGAWAI

SUB BAGIAN 

KEPROTOKOLAN

SUB BAGIAN BELANJA 

LANGSUNG DAN BELANJA 

TIDAK LANGSUNG

SUBBAG PERENCANAAN 

KINERJA

SUB BAGIAN KEUANGAN 

PIMPINAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

KEUANGAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PROTOKOL

SUBBAG PERENCANAAN 

STRATEGIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH ACEH

SUBBAG ANALISA DAN 

FORMASI JABATAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

ASET DAERAH

BAGIAN AKUNTABILITAS 

KINERJA

BAGIAN TATA USAHA 

KEUANGAN SEKRETARIAT

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBBAG TATA RUANG 

PROVINSI

SUBBAG TATA RUANG 

LINTAS KAB/KOTA

SUBBAG KAWASAN 

TERTENTU

BAGIAN ANALISIS BERITA DAN 

PUBLIKASI

SUB BAGIAN PENGOLAHAN 

DAN ANALISIS BERITA

SUB BAGIAN PENERBITAN 

DAN PUBLIKASI

SUBBAG PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB BAGIAN TAMU

SUBBAG EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

AKUNTABILITAS KINERJA

2

GARIS KOMANDO

GARIS PEMBINAAN

:

:

1

BAGIAN PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI

SUB BAGIAN 

PENGENDALIAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN PENGOLAHAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN

BAGIAN SOSIALISASI DAN 

DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN SOSIALISASI 

PRODUK HUKUM
SUBBAG INVESTASI

SUBBAG KERJASAMA 

ANTAR DAERAH DAN 

NEGARA

SUB BAGIAN JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM

SUBBAG KERJASAMA 

LEMBAGA NON 

PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMBINAAN SOSIAL

SUBBAG PEMBINAAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

SUBBAG PEMBINAAN 

PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUBBAG PEMBINAAN 

MASYARAKAT

BAGIAN ADMINISTRASI TATA 

RUANG

BAGIAN PEMBINAAN 

KERJASAMA
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SUB BAGIAN 

KEPROTOKOLAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH

KEPALA BIRO

BAGIAN TATA USAHA BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN TATA USAHA 

KEUANGAN SEKRETARIAT
BAGIAN PROTOKOL

SUB BAGIAN TATA USAHA 

BIRO DAN PERSANDIAN

SUB BAGIAN RUMAH 

TANGGA PIMPINAN

SUB BAGIAN BELANJA 

LANGSUNG DAN BELANJA 

TIDAK LANGSUNG

SUB BAGIAN TAMU

SUB BAGIAN PENGELOLAAN 

NASKAH DINAS

SUB BAGIAN RUMAH 

TANGGA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PIMPINAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

ASET DAERAH

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

KEUANGAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 

PERJALANAN

SUB BAGIAN KEUANGAN 

PIMPINAN
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SUB BAGIAN JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH

KEPALA BIRO

BAGIAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN PEMBINAAN HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN 

KERJASAMA

BAGIAN SOSIALISASI DAN 

DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN QANUN ACEH

SUB BAGIAN FASILITASI 

DAN KONSULTASI HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN BANTUAN 

HUKUM

SUB BAGIAN SOSIALISASI 

PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN PERATURAN 

GUBERNUR DAN KAJIAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

SUB BAGIAN EVALUASI 

PRODUK HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN KEPUTUSAN 

GUBERNUR

SUB BAGIAN KLARIFIKASI 

PRODUK HUKUM 

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN NASKAH 

KERJASAMA
SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN 

PENYELESAIAN SENGKETA 

HUKUM
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH ACEH

KEPALA BIRO

BAGIAN NASKAH DAN 

MAKALAH PIMPINAN

BAGIAN HUBUNGAN MEDIA 

MASA DAN PENYIARAN

BAGIAN ANALISIS BERITA, 

PUBLIKASI DAN PELAYANAN 

ASPIRASI MASYARAKAT

BAGIAN PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI

SUB BAGIAN TATA USAHA 

BIRO
SUB BAGIAN PELIPUTAN

SUB BAGIAN PENERBITAN, 

PUBLIKASI DAN PELAYANAN 

ASPIRASI MASYARAKAT

SUB BAGIAN PENGOLAHAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN

SUB BAGIAN NASKAH, 

MAKALAH DAN RISALAH

SUB BAGIAN HUBUNGAN 

MEDIA MASA DAN 

PENYIARAN

SUB BAGIAN PENGOLAHAN 

DAN ANALISIS BERITA

SUB BAGIAN 

PENGENDALIAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI
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